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Abstrak

Penelitian ini menjelaskan bahwa deposito merupakan produk penghimpun dana (funding)
yang terdapat di bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud
dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada
waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersang-
kutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-empiris dan pendekatan kualitatif.
Sumber dan teknik pengumpulan data berasal dari observasi, wawancara dan studi kepusta-
kaan. Teknik analisis data menggunakan metode deduktif. Penelitian ini menunjukan bahwa
Deposito iB Mudharabah Mutlagah merupakan produk Deposito yang ada di PT. BPRS Amanah
Rabbaniah, di mana ia merupakan simpanan investasi berjangka sesuai dengan waktu yang
disepakati dengan akad Mudharabah Mutlagah. Dalam produk desposito ini, nasabah selaku
shahibul maal memberikan kebebasan baik jenis usaha maupun tempat usaha kepada pihak
bank selaku mudharib untuk melakukan investasi pada pihak ketiga dengan memenuhi unsur
kehati-hatian dan prinsip-prinsip syariah. Manfaat dari produk deposito ini adalah nasabah dan
bank akan memperoleh bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh
kedua belah pihak.

Kata Kunci: Investasi, Deposito, Mudharabah Mutlaqah, Bagi Hasil, Bank Syariah.

Abstract

This research examines deposits as the funding products in Islamic bank. Based on Law Number
10 of 1998 concerning the Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking, time
deposits are deposit whose withdrawals can only be made at certain times according to the
agreement between the depositary and the bank concerned. This research uses decriptif-
empirical method and qualitatif approarch. The sources and collecting data technique derived
from observation, interniew and literarture study. The technique of data analysis uses deductive
method. This research shows that iB Mudharabah Mutlagah Deposit is a product at PT. BPRS
Amanah Rabbaniah, which is a type of time investment deposit according to the agreed time
with the Mudharabah Mutlagah contract, where the customer as shahibul maal gives freedom
to the bank as mudharib to make investments to the third parties through fulfilling the elements
prudence and Islamic principles. As the beneficiary of this product, the investors and bank will
receive profit sharing every month in accordance with the ratio agreed by both parties.

Keywords: Investment, Deposits, Mudharabah Mutlagah, Prrofit Sharing, Islamic Bank.

A. Pendahuluan

Perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat, keberadaannya telah mulai
menjamur di mana-mana di seluruh wilayah Indonesia. Kesuksesan perbankan syariah diikuti
oleh beberapa lembaga keuangan syariah lainnya, misalnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
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(BPRS) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sebagaimana yang dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Buchori dkk, 2003).

Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi Islam terutama masyarakat ekonomi yang menengah ke bawah dimana
lokasinya ada di pedesaan yang belum terjangkau secara maksimal oleh layanan bank umum.
Tidak hanya itu, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tersebut juga menambah lapangan
kerja terutama di tingkat kecamatan sehingga arus urbanisasi ini bisa dikurangi, dan yang tak
kalah penting juga untuk membina ukhuwah islamiah melalui kegiatan ekonomi untuk mening-
katkan pendapatan perkapita sehingga kualitas hidup akan lebih memadai (Kuncoro dkk, 2020).

Lembaga keuangan syariah mempunyai karakteristik, seperti tidak memungut bunga
dalam berbagai bentuk, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang
diperdagangkan, dan melakukan bisnis atau kerjasama untuk memperoleh imbalan dan bagi
hasil Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk
penghimpun dana (funding) adalah deposito. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun
2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan deposito adalah investasi dana
berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara
nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS (Auwaliyah, 2020).

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan
berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan
fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan
prinsip mudharabah, di mana bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana)
sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana) dalam kapasitasnya sebagai
mudharib, Bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, bank syariah akan membagihasilkan kepada
pemilik dana atau pemilik deposito sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan telah
dituangkan dalam akad (Diyanto & Safitri, 2015).

BPRS Amanah Rabbaniah adalah lembaga jasa keuangan yang beroperasi dengan sistem
syariah, hadir untuk membantu dan bekerjasama dengan masyarakat luas dalam meningkatkan
taraf hidup masyarakat melalui transaksi dan jasa keuangan syariah (Kaniman, 2015). Kegiatan
usaha BPRS Amanah Rabbaniah secara umum adalah menghimpun dana masyarakat dan
menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan akad dan tata cara yang
sesuai dengan prinsip syariah. Produk yang ditawarkan dibagi menjadi tiga bagian besar yakni:
produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jual beli dan jasa. Salah
satunya adalah Depositu iB Mudharabah Mutlagah merupakan jenis simpanan investasi
berjangka sesuai dengan waktu yang disepakati dengan akad Mudharabah Mutlagah dimana
nasabah selaku shahibul maal memberikan kebebasan baik jenis usaha maupun tempat usaha
kepada pihak bank selaku mudharib untuk melakukan investasi dengan memenuhi unsur
kehati-hatian dan prinsip syariah. Simpanan ini akan memperoleh bagi hasil setiap bulan sesuai
dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak (Permana, 2021).

Mengacu kepada uraian di atas, meskipun publikasi melalui berbagai media sudah cukup
masif dilakukan, namum hingga saat ini masyarakat tampaknya belum banyak mendapatkan
edukasi dan sosialisasi yang memadai tentang berbagai produk keuangan di bank syariah,
terutama di BPRS. Oleh karena itu, penelitian ini akan lebih difokuskan untuk menganalisis
Pelaksanaan Akad Mudharabah Mutlagah pada Produk Deposito IB pada PT. BPRS Amanah
Rabbaniah Bandung.
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B. Metode

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan
tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan tersebut didasarkan pada ciri-ciri
keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Dengan demikian metode yang digunakan
untuk meneliti Pelaksanaan Deposito iB dengan akad Mudharabah Mutalagah pada BPRS
Amanah Rabbaniah harus menggunakan metode ilmiah yang sistematis, rasional, dan dapat
diverifikasi secara ilmiah pula sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti lainnya, baik dalam
obyek penelitian sejenis atau berbeda. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif
merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis tentang fakta-fakta dan
hubungan antara variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, meng-
analisis serta menginterpretasikan data dalam pengujian teori yang telah ada tetapi bukan untuk
menciptakan teori baru.

C. Hasil dan Pembahasan
1. Sejarah Pendirian BPRS Amanah Rabbaniah Bandung

PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah lahir sebagai penjabaran dari hasil Keputusan
Muktamar Persatuan Islam tahun 1990 di Garut. Sebagai langkah awal pada tahun 1989
dilakukan suatu upaya pengelolaan usaha keuangan bukan bank yang bergerak di intern
jam’iyyah dalam rangka membantu beberapa pengusaha dalam bidang permodalan dengan
sistem bagi hasil. Pada tahun 1990, Pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diwakili oleh bidang
Garapan Sosial Ekonomi melakukan beberapa pertemuan dengan para pemrakarsa dari PT. BPR
Syariah Dana Mardhatillah dan PT. BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera untuk mendirikan bank
syariah. Dari sinilah muncul nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbaniah.

BPR Syariah Amanah Rabbaniah didirikan pada 19 September 1991 dengan akta pendirian
Nomor 27 tanggal g Juli 1990 oleh Notaris Masri Husen, SH., dan telah diumumkan dalam berita
Negara RI Nomor 68 tanggal 23 Agustus 1991, Lembaran Berita Negara Nomor 2658 Tahun 199,
serta berdasarkan izin operasional Menteri Keuangan RI melalui Surat Keputusan Menteri
Keuangan RI Nomor : KEP.281/KM.13/1991 tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Perkreditan
Rakyat Amanah Rabbaniah. Tepat pada tanggal 24 Oktober 1991 PT. Bank Perkreditan Rakyat
Syariah Amanah Rabbaniah resmi beroperasi.

PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah merupakan lembaga jasa keuangan yang beroperasi
dengan sistem syariah, hadir untuk membantu dan bekerjasama dengan masyarakat luas dalam
meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui jasa keuangan yang dirumuskan dalam. Oleh
karena itu, sebagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan syariah, PT. BPR Syariah
Amanah Rabbaniah menerapkan visi yaitu “Menjadi Bank yang sesuai syari’ah, besar, mengun-
tungkan, sehat dan bermanfaat banyak”. Sedangkan Misinya yaitu “Menyelamatkan muamalah
umat dan menyelamatkan umat dalam bermuamalah”.

2. Produk-produk Keuangan di PT. BPRS Amanah Rabbaniyah Bandung

Ada beberapa produk keuangan yang ditawarkan PT. BPR Syariah Amanah Rabbaniah
Bandung kepada masyarakat, antara lain:

a. Tabungan

1) Tabungan “iB AMAR” merupakan simpanan dana masyarakat umum yang dikelola
secara syariah untuk kebaikan dan keuntungan bersama dengan akad wadiah. Pada
setiap akhir bulan nasabah akan mendapatkan bonus atas dana yang mengendap
dengan jumlah yang tidak diperjanjikan di awal. Penyetoran dan penarikan tabungan
Amar dapat dilakukan setiap saat.
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2) Tabungan “iB SISWA” merupakan simpanan dana masyarakat dengan target pelajar
yang dikelola secara syariah dengan akad wadiah.

3) Tabungan “iB QURBAN” merupakan simpanan dana masyarakat yang mempunyai
rencana untuk melaksanakan ibadah qurban pada bulan Dzulhijah. Simpanan ini tidak
dapat ditarik setiap saat, tetapi hanya satu kali penarikan pada saat menjelang qurban
dan dikelola dengan akad Mudharabah Muthalaqgah.

4) Tabungan “iB RENCANA” adalah simpanan dana masyarakat yang diperuntukkan
dalam rangka mewujudkan rencana yang ingin dicapai. Simpanan ini merupakan
simpanan berjangka sesuai dengan rencana yang diharapkan dengan jangka waktu
minimal 1 (satu) tahun.Akad yang digunakan pada tabungan ini adalah Mudharabah
Muthalagah dimana setiap simpanan memperoleh bagi hasil dengan nisbah sama
dengan deposito 1 (satu) bulan.

b. Deposito

1) DEPOSITO iB MUDHARABAH MUTLAQAH, merupakan jenis simpanan Investasi
berjangka sesuai dengan waktu yang disepakati dengan akad Mudharabah Mutlaqah
dimana nasabah selaku shahibul maal memberikan kebebasan baik jenis usaha maupun
tempat usaha kepada pihak bank selaku mudharib untuk melakukan investasi dengan
memenuhi unsur kehati-hatian dan syariah. Simpanan ini akan memperoleh bagi hasil
setiap bulan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak.

2) DEPOSITO iB MUDHARABAH MUQAYADHAH, merupakan jenis simpanan Investasi
berjangka sesuai dengan waktu yang disepakati dengan menggunakan akad Mudha-
rabah Mugayyadhah dimana nasabah selaku shahibul maal menentukan jenis investasi
yang dinginkan baik jenis maupun tempat usahanya dengan pengelolaan oleh pihak
bank dengan tidak terlepas dari unsur kehati-hatian dan syariah. Simpanan ini akan

memperoleh bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati kedua
belah pihak.

c. Pembiayaan

1) Pembiayaan iB MUSYARAKAH merupakan jenis pembiayaan dengan pola penyertaan
modal ke dalam suatu usaha yang dikelola bersama dengan pola berbagi hasil. Dimana
pihak Bank ikut terlibat ke dalam manajemen dalam mengelola usaha. Setiap bank
bermitra maka mitranya telah memiliki keahlian, pengalaman dan karakter baik serta
usahanya telah berjalan.

2) Pembiayaan iB MURABAHAH merupakan jenis pembiayaan dengan pola jual beli
dengan pola penetapan margin dari harga barang yang diperjualbelikan. Pihak Bank
memberikan bantuan pembiayaan dana kepada nasabah untuk melakukan pembelian
barang, di mana nasabah dapat membayarnya secara angsuran selama jangka waktu
yang disepakati kedua belah pihak dengan memberikan kelebihan harga (margin fee)
sebagai keuntungan bagi pihak bank.

3. Deposito iB di di PT. BPRS Amanah Rabbaniyah Bandung

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk
penghimpun dana (funding) adalah deposito. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang
dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat
dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank
yang bersangkutan.
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Mendepositokan uang di bank syariah cukup menarik karena dengan sistem bagi hasil,
di mana perbankan syariah menerapkan pada skema profit sharing, dengan pengertian bahwa
simpanan yang ditabung atau didepositokan pada bank syariah nantinya akan digunakan untuk
pembiayaan ke sektor riil oleh bank syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan
dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Jika keuntungan yang didapat besar, maka bagi
hasil yang didapat juga besar.

Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam pengambilan
keuntungannya, sehingga keuntungan yang didapat oleh para nasabahnya pun bersifat tetap
tanpa mempedulikan apakah bank tersebut memperoleh keuntungan besar ataupun kecil. Akan
tetapi, walaupun kemungkinan risikonya cukup besar, banyak anggota masyarakat yang
menjadikan bank syariah sebagai ladang bisnis yang menggiurkan dan lebih berminat untuk
mendepositokan dananya pada bank syariah yang dikarenakan tingkat keuntungan dari dana
yang diinvestasikan lebih besar.

Untuk deposito syariah, prinsip pengelolaan menjadi salah satu pembeda yang cukup
signifikan jika dibandingkan dengan deposito di lembaga perbankan konvensional. Untuk jenis
investasi syariah satu ini, tabungan berjangka tersebut dikelola menggunakan prinsip syariah
I[slam. Dalam aspek perbankan syariah, prinsip tersebut mengacu pada keadilan dan transpa-
ransi. Dalam deposito syariah sebagai keuntungan sebagai nasabah berhak menerima nisbah
atau yang dikenal dengan istilah bagi hasil.

Penerimaan nisbah dalam deposito syariah ini ditentukan melalui akad yang disepakati
oleh kedua pihak, baik pihak nasabah dan juga pihak lembaga perbankan syariah. Akad yang
digunakan dalam persetujuan deposito syariah ini adalah akad mudharabah. Akad mudharabah
merupakan perjanjian tentang penyediaan dana untuk kerjasama usaha antara dua pihak
dimana pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku
pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Seperti halnya pada tabungan, dalam deposito mudharabah, nasabah deposan bertindak
sebagai shahibul maal. Penerapan mudharabah dalam deposito dikarenakan kesesuaian yang
telah ditetapkan di antara keduanya. Misalnya yang dikemukakan dalam akad mudharabah
mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa
diputarkan. Tenggang waktu itu merupakan sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat
pengaturan waktu, seperti 30 hari, 9o hari, dan seterusnya. Perbedaan jangka waktu deposito
berjangka di samping merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan
perbedaan balas jasa berupa besarnya persentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin
lama jangka waktu deposito berjangka, akan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang
diberikan oleh bank syariah.

4. Pelaksanaan Akad Mudharabah Mutlagah dalam Produk Deposito iB di PT. BPRS
Amanah Rabbaniyah Bandung

Al-Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan
kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan
shahibul maal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan mudharib. Bagi hasil
dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-
pihak yang bekerja sama (Yanti, 2019).

Secara muamalah, pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan modalnya kepada
pedagang/pengusaha (mudharib) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan atau usaha.
Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh mudharib itu akan dibagihasilkan
dengan shahibul maal. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah
dituangkan dalam akad (Sapta, 2016).
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Secara teori, kontrak mudharabah merupakan kontrak kemitraan antara investor, uang
tersebut dalam bentuk yang dianggap sesuai oleh sang agen dengan kesepakatan pembagian
keuntungan. Biasanya kontrak/akad ini dibatasi hingga jangka waktu tertentu yang menjadi
waktu pembagian keuntungan yang disepakati. Contoh mudharabah pada masa modern adalah
kontrak antar investor tersebut mendepositkan dana kepada bank Islam yang telah memiliki
keahlian tertentu dalam pasar finansial dan mampu mengidentifikasi proyek yang mengun-
tungkan serta mampu menggunakan keterampilan manajemennya untuk menginvestasikan
uang investor. Setelah beberapa waktu tertentu, pihak bank dan investor berbagi keuntungan
berdasarkan rasio pembagian keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya (Purnama, 2007).

Teknis Perbankan penyaluran dana Mudharabah

PERJANJIAN BAGI HASIL

MUDHARIB BANK SYARIAH

/ F W 1
MODAL 100%
KEAHLIANI

KETRAMPILAN PROYEK USAHA
NISBAH y%
NISBAH x%
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Y

< mobeL >
~N

Gambar1
Skema Akad Mudharabah Mutlagah

Pelaksanaan Akad Mudharabah Mutlagah dalam Produk Deposito iB di PT. BPRS
Amanah Rabbaniyah Bandung menunjukan bahwa pemilik dana tidak memberikan batasan
atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya. Dengan kata lain,
bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA
ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Pihak pengelola
dana (bank sebagai mudharib) diberi kuasa penuh untuk menjalankan suatu usaha atau proyek
oleh pemilik dana (shahibul maal) tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan
dengan proyek tersebut, dan apabila terjadi kerugian pengelola dana yang bukan disebabkan
kelalaian atau kesalahan bank sebagai mudharib, maka kerugian ditanggung oleh pemilik dana

(shahibul maal).

Berkenaan dengan hal tersebut, Pelaksanaan Akad Mudharabah Mutlagah dalam Produk
Deposito iB di PT. BPRS Amanah Rabbaniyah Bandung menetapkan beberapa ketentuan sebagai
berikut:

a. Rukun dan Syarat dalam akad Mudharabah adalah:

1) Adanya dua pelaku atau lebih, yaitu investor (shohibul maal) dan pengelola (mudharib).
Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf atau
cakap hukum, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-
orang yang berada di bawah pengampuan.
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3)

4)

Modal atau harta pokok (maal), syarat-syaratnya yakni:

Berbentuk uang yaitu mayoritas ulama berpendapat bahwa modal harus berupa
uang dan tidak boleh barang. Mudharabah dengan barang dapat menimbulkan
kesamaran, karena barang pada umumnya bersifat fluktuatif. Apabila barang itu
bersifat tidak fluktuatif seperti berbentuk emas atau perak batangan (tabar), para
ulama berbeda pendapat. Imam Malik dalam hal ini tidak tegas melarang atau
membolehkan. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai
barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh
mudharib dan shahibul maal.

Jelas jumlah dan jenisnya yaitu jumlah modal harus diketahui dengan jelas agar
dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan
dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati.

Tunai yaitu utang tidak dapat dijadikan modal mudharabah. Tanpa adanya setoran
modal, berarti shahibul maal tidak memberikan kontribusi apapun padahal
mudharib telah bekerja. Para ulama Syafii dan Maliki melarang hal itu karena
merusak sahnya akad. Selain itu hal ini bisa membuka pintu perbuatan riba, yaitu
memberi tangguh kepada si berutang yang belum mampu membayar utangnya
dengan kompensasi si berpiutang mendapatkan imbalan tertentu. Dalam hal ini
para ulama figih tidak berbeda pendapat.

Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung yaitu apabila
tidak diserahkan kepada pihak mudharib secara langsung dan tidak diserahkan
sepenuhnya (berangsur-angsur) dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal,
yaitu penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerja dan akibat yang
lebih jauh yaitu mengurangi kerjanya secara maksimal. Apabila modal itu tetap
dipegang sebagiannya oleh pemilik modal, dalam artian tidak diserahkan
sepenuhnya, maka menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, akad
mudharabah tidak sah. Sedangkan ulama Hanabilah menyatakan boleh saja
sebagian modal itu berada di tangan pemilik modal, asal tidak mengganggu
kelancaran usahanya.

Keuntungan, syarat-syaratnya yakni:

Proporsi jelas. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal
harus jelas persentasenya, seperti 60%:40%, 50%: 0% dan sebagainya menurut
kesepakatan bersama.

Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak, yaitu investor (pemilik modal)
dan pengelola (mudharib).

Break Even Point (BEP) harus jelas, karena BEP menggunakan sistem revenue
sharing dengan profit sharing berbeda. Revenue sharing adalah pembagian
keuntungan yang dilakukan sebelum dipotong biaya operasional, sehingga bagi
hasil dihitung dari keuntungan kotor/pendapatan. Sedangkan profit sharing adalah
pembagian keuntungan dilakukan setelah dipotong biaya operasional, sehingga
bagi hasil dihitung dari keuntungan bersih.

[jab Qabul
Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk
dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan gabul dari pengelola.
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Produk Deposito iB Mudharabah Mutlagah, merupakan produk deposito BPRS Amanah
Rabbaniah merupakan jenis simpanan Investasi berjangka sesuai dengan waktu yang
disepakati dengan akad Mudharabah Mutlagah dimana nasabah selaku shahibul maal
memberikan kebebasan baik jenis usaha maupun tempat usaha kepada pihak bank
selaku mudharib untuk melakukan investasi dengan memenuhi unsur kehati - hatian
dan syariah. Simpanan ini akan memperoleh bagi hasil setiap bulan sesuai dengan
nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak.

Masyarakat bisa memilih investasi yang aman melalui produk deposito dengan akad
mudharabah mutlaqah, bebas memilih jangka waktu dengan prinsip bagi hasil yang
menguntungkan. Dengan keuntungan sebagai berikut :

- Dikelola secara syariah

- Bebas biaya administrasi bulanan

- Dijamin oleh lembaga penjamin simpanan

- Bagi hasil yang kompetitif

- Persyaratan minimal deposito sebesar Rp 5.000.000,-

5. Penentuan Standar Nisbah Bagi Hasil dalam dalam Produk Deposito iB di PT. BPRS
Amanah Rabbaniyah Bandung

Nisbah adalah pembagian keuntungan yang ditetapkan pada awal terbentuknya akad
yang terbentuk dalam persentasi yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni pada pihak bank
dan pihak nasabah. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil
di bank syariah, sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua
belah pihak yang melakukan transaksi. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan
masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil
tawar-menawar antara shahibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, angka nisbah ini
bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli figih sepakat bahwa
nisbah 100:0 tidak diperbolehkan (Ariswati, 2014).

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di
dalam melakukan kegiata usaha. Di dalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil
atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam
perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam
aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu
pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah
pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan dibuat dengan dasar kerelaan (an-taradhin)
di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nisbah
harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam
nilai nominal Rupiah tertentu.

Dalam pelaksanaannya, PT. BPRS Amanah Rabbaniah lebih mementingkan keadilan,
karena dengan adanya sistem bagi hasil ini, di mana nasabah tidak akan merasa dirugikan
dengan mendepositokan dananya di PT. BPRS Amanah Rabbaniah karena hasil dari pengelolaan
dana yang dilakukan sebagai mudharib dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang telah
dilakukan dalam akad. Penerapan mudharabah dalam deposito dikarenakan kesesuaian yang
telah ditetapkan di antara keduanya. Misalnya, dalam akad mudharabah mensyaratkan adanya
tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputarkan. Tenggang
waktu itu merupakan sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti
30 hari, 9o hari, dan seterusnya.
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Persyaratan minimal deposito sebesar Rp 5.000.000,- dengan jangka waktu

Jangka waktu Nisbah Bank Nisbah Nasabah
1 bulan 75 % 25 %
3 bulan 71 % 29 %
6 bulan 70 % 33%
12 bulan 64 % 36 %

Jika dianalisis lebih jauh, dalam konsep ekonomi syariah banyak dijelaskan bahwa nisbah
merupakan perkiraan imbalan yang diterima oleh pemilik modal dari pengelola modal. Nisbah
disepakati di awal oleh pihak pemilik modal dan pengelola modal. Dengan kata lain, nisbah
adalah sebuah angka yang disepakati di awal sebagai perkiraan imbalan yang diterima oleh
pemilik dana dari pemilik dana. Nisbah juga digunakan pada bank syariah sebagai pengganti
bunga bank pada bank konvensional agar nasabahnya dapat terhindar dari riba.

Namun demikian ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi bank dalam menentukan
kebijakan besaran nisbah karena nisbah sebagai sistem bagi hasil pada perbankan syariah
dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

a. Besaran Komposisi Pendanaan

Faktor pertama yang mempengaruhi nilai nisbah adalah besaran komposisi pendanaan.
Pada bank syariah, biasanya sebagian besar pendanaan berasal dari dana tabungan dan
nisbah deposito. Penentuan keuntungan untuk keduanya memiliki perbedaan, bergantung
dengan besaran komposisi pendanaan.

b. Tingkat Persaingan

Faktor kedua yang mempengaruhi nisbah adalah besarnya tingkat persaingan. Bila tingkat
persaingan tinggi, maka kemungkinan keuntungan yang diterima akan rendah. Namun
sebaliknya, apabila tingkat persaingan rendah, maka keuntungan yang diterima pun akan
akan semakin tinggi.

c. Tingkat Risiko

Faktor berikutnya yang berpengaruh pada nilai nisbah adalah tingkat risiko pembiayaan.
Pada produk pembiayaan yang memiliki tingkat risiko tinggi, maka bank akan mengambil
keuntungan yang lebih tinggi. Sebaliknya, bank akan mengambil keuntungan yang lebih
rendah pada produk pembiayaan yang memiliki tingkat risiko rendah.

6. Mekanisme Penentuan Standar Nisbah Bagi Hasil dalam dalam Produk Deposito iB
di PT. BPRS Amanah Rabbaniyah Bandung

Setelah mengetahui pengertian nisbah dan hal-hal yang mempengaruhinya, maka yang
perlu diketahui berikutnya adalah cara menghitung nisbah. Pada dasarnya, ada dua cara dalam
menghitung nisbah, yaitu secara revenue sharing dan profit sharing. Berikut adalah penjelasan
dari masing-masing cara menghitung nisbah:

a. Revenue Sharing (Bagi Hasil)

Revenue Sharing merupakan metode perhitungan nisbah yang berdasarkan pada nilai
seluruh pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional. Selain itu, pada metode
Revenue Sharing, pengelola dana harus menjalankan usaha dengan penuh kehati-hatian
agar risiko kerugian dapat ditekan sekecil mungkin.

b. Profit Sharing (Bagi Untung)
Pada sistem profit sharing, perhitungan nisbah didasarkan pada nilai pendapatan usaha
setelah dikurangi biaya operasional. Apabila pengelolaan usaha mendapatkan keuntungan
yang tinggi, maka nilai bagi hasilnya juga akan tinggi. Begitupun sebaliknya, keuntungan
yang rendah akan berdampak pada bagi hasilnya yang rendah pula.
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Pada kenyataannya, tidak mudah menjalankan sistem ini. Jika terjadi kerugian yang
bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola dana, maka kedua belah pihak akan menanggung
kerugian tersebut. Sebagai pengelola dana, bank syariah harus transparan dan jujur dalam
memberikan informasi terkait biaya-biaya yang dikeluarkan. Biaya ini termasuk biaya yang
timbul secara langsung maupun tidak langsung. Baik revenue sharing maupun profit sharing
memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Penetapan cara menghitung nisbah ini
ditentukan di awal sesuai kesepakatan bersama antara pemilik dana dan pengelola dana.
Demikianlah mekanisme penentuan standar nisbah bagi hasil dalam dalam produk deposito iB
di PT. BPRS Amanah Rabbaniyah Bandung.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, peneliti dapat merumuskan
sebagai berikut: pertama, Deposito iB Mudharabah Mutlagah merupakan salah satu produk
penghimpunan dana di PT BPRS Amanah Rabbaniah Bandung; kedua, Produk Deposito iB
Mudharabah Mutlagah di PT. BPRS Amanah Rabbaniyah Bandung dilaksanakan dalam bentuk
simpanan berjangka, di mana bank dan nasabah akan mendapatkan bagi hasil (nisbah) dari
pengelolaan dana deposito pada pihak ketiga; ketiga, besaran nisbah sangat dipengaruhi oleh
komposisi pendanaan, tingkat pesaingan, dan tingkat risikonya; dan keempat, mekanisme
penentuan standar nisbah menggunakan dua pola yaitu revenue sharing yaitu metode perhi-
tungan nisbah yang berdasarkan pada nilai seluruh pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya
operasional dan profit sharing yaitu perhitungan nisbah didasarkan pada nilai pendapatan usaha
setelah dikurangi biaya operasional.
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